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VISI, MISI, 

TUJUAN DAN 

STRATEGI 

PRODI 

KEBIDANAN 

PROGRAM 

SARJANA 

1. VISI 

Menjadi Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Prodi Pendidikan 

Profesi Bidan Program Profesi yang mencetak tenaga bidan 

professional, unggul, berdaya guna dalam IPTEKS Kebidanan Holistik 

dan Berakhlakul Karimah. 

2. MISI 

a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk 

menghasilkan lulusan tenaga bidan professional, unggul dalam 

kebidanan holistik, berdaya guna dan berakhlakul karimah 

b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkontribusi pada 

IPTEKS Kebidanan Holistik dan pengabdian masyarakat yang 

bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 

c. Menyelenggarakan kerja sama dan tata kelola program studi yang 

berprinsip good governance 

d. Membudayakan nilai – nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan 

civitas akademika program studi 

3. TUJUAN DAN STRATEGI 

a. Mampu menghasilkan tenaga bidan yang professional, unggul dalam 

kebidanan holistik, berdaya guna dan berakhlakul karimah 

b. Mampu menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada IPTEKS 

kebidanan holistic dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 

c. Mampu menjalankan kerja sama dan tata kelola program studi yang 

berprinsip good governance 

d. Mampu menjalankan perilaku akhlakul karimah pada setiap kegiatan 

civitas akademika program studi 
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KATA 

PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala 

Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan BUKU AJAR yang InsyaAlloh dengan baik. Shalawat dan 

Salam atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya 

yang terpilih. 

Buku ajar ini digunakan sebagai panduan untuk kegiatan belajar 

dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa bidan, agar mahasiswa 

dapat memahami teori yang didapat dalam pembelajaran di kelas ke dalam, 

yang hasil akhirnya diharapkan dapat mengaplikasikan ke dalam praktik 

klinik. Dengan begitu, mahasiswa akan terbiasa menyelesaikan masalah 

secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat. 

Penyelesaian buku ajar ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan 

semua pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Semoga Allah SWT 

memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan 

semoga panduan ini berguna bagi diri penulis sendiri maupun pihak lain 

yang memanfaatkannya. 

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian buku 

ajar ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang 

membangun sangat diharapkan oleh penyusun. 

 

Jember, 04 September 2025 

Penyusun 
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PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Pendidikan Pancasila 

 

Bahan kajian (Materi Pembelajaran) 

Pengantar Pendidikan Pancasila 

1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila 

2. Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila 

3. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila 

4. Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk  Masa Depan 

 

 

   

Gambar 1.1.  Pancasila sebagai dasar NKRI 

Sumber: id.wikipedia.org 

 

1. LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA 

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut: 

1. Visi Pendidikan Pancasila 

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai  Pancasila. 

2. Misi Pendidikan Pancasila 

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik ( misi psikopedagogis).  

2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa  

dan negara (misi psikososial).  
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3. Membangun budaya berPancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi 

sosiokultural).  

4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan 

terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (synthetic discipline), sebagai misi akademik 

(Sumber: Tim Dikti). 

 

Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, 

Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak 

agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi 

sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Sehingga mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus 

dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa 

Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam 

membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan 

bidang studinya masing-masing. Selain itu, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus 

berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (di Indonesia harus terus 

mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan 

menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan 

bertanggung jawab. 

Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO 

menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, 

learning to be, dan learning to live together (Delors,1996). 

Berdasarkan ke-empat pilar pendidikan tersebut, pilar ke-empat menjadi rujukan utama, yaitu 

bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun 

kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. 

Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi 

yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah 

pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan 

dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan 

mahasiswa : 

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati 

nuraninya; 
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2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta 

cara-cara pemecahannya; 

3.  agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu  

     pengetahuan teknologi dan seni; 

4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk 

menggalang persatuan Indonesia. 

 

2. Sumber Historis Pendidikan Pancasila   

Presiden Soekarno pernah mengatakan, ”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” 

pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam 

membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan.  

Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda 

juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan 

bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali 

kesalahan sejarah.  

 

 

Gambar 1.2: Pidato Presiden Soekarno 

Sumber: radiosilaturahim.com  
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3. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila 

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya 

mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai 

golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, 

perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.  

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. 

Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan 

hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia 

sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri 

melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13). 

 

4. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya 

atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law). 

Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan 

menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) 

merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata 

kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka 

menegakkan Undang-Undang (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban 

negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh 

kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, 

pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam 

mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat 

diwujudkan keteraturan sosial (social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi 

terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para 

pendiri bangsa. 

 

5. Sumber Politik Pendidikan Pancasila 

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari 

fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa 

dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan 

politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilaiPancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran 
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tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah 

penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal.  

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara 

konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. 

 

 

 

Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila 

Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang 

profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing 

yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah 

pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (mainstream) dalam berbagai 

kehidupan bangsa.  

Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak  

masyarakat. Penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara, maka target 

pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai.   

http://alibimu.blogspot.com/2015/09/mesothelioma-lawyers-and-asbestos.html?url=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1fTFV3Z0JxWklsSS9WbDdLNlh5VjRGSS9BQUFBQUFBQUFiay9yd1h0bVg3eVNoRS9zMTYwMC9TZWphcmFoLVBlcnVtdXNhbi1QYW5jYXNpbGEuanBn
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Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan 

tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita 

bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas 

akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain:  

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, 

2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, 

3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas)  nasional, 

4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, 

5. Kesadaran pentingnya kesahatan mental bangsa, 

6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,  

7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. 

Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan 

agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Dengan demikian, 

tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila 

sebagai amanat pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Jadi kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan 

kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. 

Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa 

kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari 

mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap 

rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia 

intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa : 

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati 

nuraninya; 

2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta 

cara-cara pemecahannya; 

3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu  

pengetahuan teknologi dan seni; 

4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk 

menggalang persatuan Indonesia. 
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Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan 

mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan 

bermartabat agar:  

1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur; 

3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari 

nurani;  

4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta 

5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi 

bangsanya. 

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah 

untuk:  

1.  memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa 

melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.  

2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila 

kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk 

dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap 

berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem 

pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.  

4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat 

madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk 

mampu berinteraksi dengan dinamika internal daneksternal masyarakat bangsa Indonesia 

(Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii). 
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PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA 

 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Pendidikan Pancasila 

 

 

Bahan kajian (Materi Pembelajaran) 

 

1. Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia 

2. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia 

3. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa 

Indonesia 
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PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA 

 

1. Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia 

 

Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia 

sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh 

PPKI, Lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan 

dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. 

 

1. Periode Pengusulan Pancasila 

Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme 

yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Benih 

nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan Indonesia yang 

sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. 

Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh 

menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya Soempah Pemoeda 

28 Oktober 1928 merupakan momenmomen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. 

Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam 

sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. 

Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut :  

a.  Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,  

b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,  

c. Mufakat atau Demokrasi,  

d. Kesejahteraan Sosial,  

e. Ketuhanan yang berkebudayaan. 

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama 

Pancasila 

 

2. Periode Perumusan Pancasila  

Dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah 

awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. 

Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia.  kemudian 

dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.   
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3. Periode Pengesahan Pancasila  

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, 

dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke 

Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah 

dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada 

Sekutu tanpa syarat.  

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi KemerdekaanIndonesia 

pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh.Hatta dan ditulis oleh 

Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulisoleh dua tokoh proklamator tersebut 

sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwitunggal. 

Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan 

kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberinama Piagam Jakarta, 

akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karenasituasi politik yang berubah (Lihat 

Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi, William Frederick dan 

Soeri Soeroto, 2002: hal. 308 –-311). 

Sampai detik ini, teks Proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut: 

 

Proklamasi 

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.  

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara 

saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

 

Jakarta, 17 Agustus 2605 

Atas Nama Bangsa Indonesia 

Soekarno-Hatta 
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Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI 

bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa 

terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan 

pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional.  Soekarno, 

Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa 

Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Putusan-putusan penting yang dihasilkan 

Mencakup hal-hal berikut: 

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD „45) yang terdiri atas 

Pembukaan dan Batang Tubuh.  

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).  

3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah 

tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 

1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo. 

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

/perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

 

 



  

BUKU AJAR PANCASILA 

 PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS 
12 

 

Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. 

1. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia 

Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan 

dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui 

proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan 

konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut.   

.  Salah satu defisini kebudayaan adalah sebagai berikut: ”suatu desain untuk hidup yang 

merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat 

mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan” (Sastrapratedja, 1991: 

144). Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar 

masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan 

berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. 

 

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia 

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental 

dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa 

Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain 

 

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia 

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila melekat 

dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika 

Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila 

dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

 4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa 

Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya 

masing-masing, yang dinamakan volkgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai 

jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak 

dahulu kala bersamaan dengan  adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157).  
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5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur 

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian 

bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara 

Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai 

dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu 

yang tepat. 

 

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah 

Bangsa Indonesia  

1. Sumber Historis Pancasila 

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang 

berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila 

Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang 

beranekaragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia 

of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada 

kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada 

objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai 

perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia 

dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. 

 

2.  Sumber Sosiologis Pancasila 

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara 

sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu 

nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang 

adalah nilai gotong royong. 

 

3. Sumber Politis Pancasila 

Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila 

bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk 

pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. 
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Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian 

Sejarah Bangsa Indonesia  

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa 

Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang 

surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa 

pemerintahan presiden Soekarno, terutama pada 1960an NASAKOM lebih populer daripada 

Pancasila. Pada zaman pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar 

kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang 

mengidentikkan Pancasila dengan P-4. Pada masa pemerintahan era eformasi, ada 

kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila 

ditinggalkan. 

 

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara 

Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara 

adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai 

Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, 

pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960 Tentang 

Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut bertentangan dengan 

pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa, ”Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima (5) tahun, sesudahnya 

dapat dipilih kembali”. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya 

dilakukan secara periodik dan ada batas waktu lima tahun.  

 

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia 

untuk Masa Depan  

1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa 

Pancasila pada hakikatnya merupakan Philosofische Grondslag dan 

Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (Philosofische 

Grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis berdirinya suatu 

negara;  setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 
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2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa 

Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan 

bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% 

responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silai-sila Pancasila secara 

benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% responden 

berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat 

memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang  Pancasila yang ada dalam 

masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila 

(Ali, 2009: 2).  

Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-

hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai 

alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai 

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   
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KONSEP NEGARA DAN  TUJUAN NEGARA 

 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Konsep Negara dan Tujuan Negara 

 

Bahan kajian (Materi Pembelajaran) 

 

1. Konsep Negara 

a. Menelusuri Konsep Negara,  

b  Menelusuri Konsep  Tujuan    Negara  

2. Negara dan Konstitusi 

    a. Pengertian Negara 

    b. Konstitusionalisme 

    c.  Konstitusi Indonesia 
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KONSEP NEGARA DAN  TUJUAN NEGARA 

 

1. Menelusuri Konsep Negara 

Beberapa istilah Homo Faber (makhluk yang menggunakan teknologi), Homo 

Socius (makhluk bermasyarakat), Homo Economicus (makhluk ekonomi), dan istilah 

Zoon Politicon atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang 

melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan 

bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau 

kepentingan (interest) masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan 

(sejalan), berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas 

Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (homo homini lupus). 

Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi 

kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara.  

Apakah negara itu? Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu 

organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata 

tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan 

beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis.  

Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) 

unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu:  

a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir 

b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa  

c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.  

Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur 

konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan  

dari negara lain.  

 

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat 

dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:  

a.  Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada  

bentuk dan struktur organisasi negara 

b.  Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama  

kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di 
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pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerin tahan 

seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara.   

 

 

Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin 

diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan 

ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan 

tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan 

tujuan suatu negara. polis) ialah” persekutuan daripada keluarga d  Agar pemahaman 

Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara 

terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara 

Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang 

berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut 

menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut 

oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, 

pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan 

despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang). Konsep 

negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum 
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yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 

1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”. 

Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi 

konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara 

komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, 

ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut 

mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut 

ditegaskan oleh Atmordjo (2009: 

25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) 

unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”.  eroleh hidup 

 

2.  Menelusuri Konsep Tujuan Negara   

Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki 

tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula, suatu bangsa 

mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada 

beberapa tujuan negara diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 sebaik-baiknya”. 

Jean Bodin: Negara itu adalah “suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga 

den  gan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang 

berdaula 

 

 

 

 

 

Gambar   1.4.  Menelusuri Konsep Tujuan Negara 
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Skema di atas menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara, yang disarikan dari 

Diponolo (1975: 112-156), kemudian berikut ini disajikan uraian tujuan negara dalam 

bentuk tabel, sebagai berikut: 

Tabel I.1 Teori Kekuatan dan Kekuasaan sebagai Tujuan Negara 

No Nama Tokoh Pandangan 
Komentar 

Anda 

1 Shan Yang  (Pujangga 

Filsuf Cina, 4-3 SM) 

Satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat 

negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin 

dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan 

kuat. 

 

2 Nicollo Machiavelli  

(1469-1527) 

Raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi 

oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan 

dan menunggu kesempatan menerkam atau 

merebut kedudukannya, maka raja haruslah 

menyusun dan menambah kekuatan terus menerus. 

 

3 Fridriech Nietzsche            

(1844-1900) 

Tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan 

tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna 

atau maha manusia (ubermensch). Hidup itu 

adalah serba perkembangan, serba memenangkan 

dan menaklukan, serba meningkat terus ke atas. 

 

 Anda dipersilakan untuk 

mencari  tokoh lain yang 

mengemukakan teori 

tujuan negara dalam 

konteks kekuatan dan 

kekuasaan 

  

 

Tabel.I.2  Teori Kepastian Hidup, Keamanan, dan Ketertiban sebagai Tujuan Negara 

No Nama Tokoh Pandangan 
Komentar 

Anda 

1 Dante Alleghieri (Filsuf 

Italia, abad 1314M) 

Manusia hanya dapat menjalankan kewajiban 

dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di 

dalam keadaan damai. Oleh karena itu, perdamaian 

menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah 

seorang yang paling baik kemauannya dan paling 

besar kemampuannya karena ia harus dapat 

mewujudkan keadilan di antara umat manusia. 
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2 Thomas Hobbes  (1588-

1679) 

Perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat 

tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, 

maka manusia melepaskan dan melebur 

kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, 

yaitu negara. 

 

3 Theodore Roosevelt 

(Presiden Amerika Serikat) 

In case of a choise between order and justice I will 

be on the side of order (apabila saya harus memilih 

antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan 

memilih ketertiban). 

 

4 Anda dipersilakan untuk 

mencari  tokoh lain yang 

mengemukakan teori 

tujuan negara dalam 

konteks kepastian hidup, 

keamanan, dan ketertiban 

  

 

Tabel I.3  Kemerdekaan sebagai Tujuan Negara 

No Nama Tokoh Pandangan 
Komentar 

Anda 

1 Herbert Spencer (1820-

1903) 

Negara itu tak lain adalah alat bagi manusia untuk 

memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada 

yang dimilikinya sebelum adanya negara. Jadi, 

negara itu adalah alat untuk menegakkan 

kemerdekaan. 

 

2 Immanuel Kant (1724-

1804) 

Kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. 

Terjadinya negara itu adalah untuk membangun 

dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum 

adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. 

Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan. 

 

3 Hegel (Refleksi absolut, 

17701831) 

Negara adalah suatu kenyataan yang sempurna, 

yang merupakan keutuhan daripada perwujudan 

kemerdekaan manusia. Hanya dengan negara dan 

dalam negara manusia dapat benar-benar 

memperoleh kepribadian dan kemerdekaannya. 

 

4 Anda dipersilakan untuk 

mencari  tokoh lain yang 

mengemukakan teori 

tujuan negara dalam 
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No Nama Tokoh Pandangan 
Komentar 

Anda 

konteks kemerdekaan 

 

Tabel I.4. Teori Kesejahteraan dan Kebahagiaan sebagai Tujuan Negara No Nama Tokoh 

Pandangan Komentar Anda 

No Nama Tokoh Pandangan 
Komentar 

Anda 

1 Mohammad Hatta (1902-

1980)  

 

 “Bohonglah segala politik jika tidak menuju 

kepada kemakmuran rakyat”. 

 

2 Immanuel Kant (1724-

1804) 

Tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang 

dapat puas dengan keadaannya. Hal ini 

menyangkut terpenuhinya kebutuhan yang 

bersifat bendawi dan terwujudnya kebahagiaan 

yang bersifat kerohanian. 

 

3 Anda dipersilakan untuk 

mencari tokoh lain yang 

mengemukakan teori 

tujuan negara dalam 

konteks kesejahteraan 

  

 

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan 

kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda 

bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan 

tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu: 

a. Aliran liberal individualis  

Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan 

politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas.  

b. Aliran kolektivis atau sosialis 

Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat 

diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin /totaliter.  

Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar 

atau konstitusi negara tersebut.  

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2  (dua), yaitu 

mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan  seluruh bangsa dan seluruh 
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wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut 

dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) 

b. Pendekatan keamanan (security approach) 

 

Tokoh pendukung ide konstitusionalisme di era modern; 

1. Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul “constitutional Government and 

Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan : 

“Suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, 

tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin 

kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh 

mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.”  

2. Menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme adalah: 

“Pelaksanaan aturan-aturan hukum (rule of law) dalam hubungan individu 

dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadir-kan situasi yang dapat 

memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah 

yang telah ditentukan lebih dahulu.” 

 

3. Andrew Heywood melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti 

sempit, “Konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

dibatasi oleh sistem perundang-undangan.”  

Dalam arti sempit itu, dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-

lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan 

konstitusi. 

Sementara, pengertian konstitusionalisme dalam arti luas menurut Andrew Heywood 

adalah: 

“Konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang 

mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan 

pengawasan (checks) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan 

pemerintah.”  

Jadi, dalam pengertian luasnya, konstitusionalisme adalah bagian penting 

dari demokrasi konstitusional 

Implementasi dalam Negara ; 
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Dalam hal aktualisasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam sistem politik 

yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep Trias politica 

atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif   (John Locke).  

 

 Eksekutif : 

Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan.  

 Legislatif : 

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD 

 Yudikatif : 

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman 

 

Keberadaan ketiga lembaga negara itu memastikan bahwa tidak ada kekuasaan 

yang saling tumpang tindih ataupun kekuasaan yang lebih kuat, karena itu ketiga 

lembaga itu. Kemudian melakukan powersharing ataupun distribution of power, selain 

itu pula ketiga lembaga negara bertugas saling mengawasi. 

 Seperti yang ditulis dalam buku Introduction to Political Science yang dituilis 

oleh Carlton Clymer Rodee: 

"memerintah berarti mengawasi, dan mengawasi dalam pengertian politik di 

dalam suatu negara memerlukan prinsip-prinsip tingkah laku yang lekat dengan 

prinsip-prinsip hukum, ukuran-ukuran, dan aturan-aturan yang dikukuhkan 

dengan sanksi, baik perdata maupun pidana. 

 Artinya bahwa, konstitusi atau undang-undang memberikan acuan bagi 

penyelenggaraan negara agar pada pejabat ataupun aparatur negara tidak bisa berlaku 

sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang 

memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh. 

 Dengan prinsip Trias politica, maka diantara tiga lembaga kekuasaan itu - 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersifat saling mengawasi (prinsip check and 

balances), tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintah an yang baik 

(good governance) dimana nilai-nilai demokrasi yang menjadi indikatornya. 

    

Beda pemerintahan dengan konstitusi dengan pemerintahan yang konstitusionalisme 
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 Konstitusi dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan 

pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Jadi pemerintahan Konstitusi 

adalah pemerintahan yang keseluruhan peraturannya baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan 

dalam suatu masyarakata negara. 

Tujuan konstitusi yaitu: 

 Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya 

tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan 

bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. 

 Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain 

dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 

 Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi 

negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. 

Konstitusionalisme modern pada intinya menganut prinsip pengaturan dan pembatasan 

kekuasaan.  

 Konstitusionalisme juga mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, 

yaitu : 

  pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara. 

  kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga 

pemerintahan yang lain. 

Oleh karena itu, biasanya pemerintahan konstitusionalisme dimaksudkan untuk mengatur 

mengenai tiga hal penting, yaitu : 

1.  untuk menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara,  

2. untuk mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan lainnya,  

3. untuk mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga 

negara. 

 Konstitusi  : Segala ketentuan dan aturan mengenai kenegaraan.  

 Konstitusionalisme  : Paham yang menghendaki agar kehidupan negara didasarkan 

pada konstitusi . atau konstitusionalisme diartikan sebagai suatu paham mengenai 

pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.  

 

 Tugas Mandiri  : 
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1. Anda dipersilakan mencari informasi dari berbagai sumber tentang makna atau 

hakikat bentuk negara dan sistem pemerintahan, kemudian analisis dan 

simpulkan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang ideal bagi bangsa 

Indonesia. 

2. Setelah anda menjawab pertanyaan diatas, anda diminta mendiskusikannya 

dengan teman sekelompok kemudian membuat kesimpulan hasil diskusinya .  
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PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 

 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara 

 

Bahan kajian (Materi Pembelajaran) 

 

1. Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara. 

2. Kaijan Pancasila sebagai Ideologi Negara 

3. Sumber Histori, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi negara 

4. Pancasila sebagai Ideologi Negara 

5. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai ideologi Negara 
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PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 

 

MENGAPA PANCASILA MENJADI IDEOLOGI NEGARA? 

 

Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Anda tentu mengetahui bahwa setiap 

sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan 

berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. 

Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya yang 

meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem 

pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan 

peralatan, sebagaimana diungkapkan Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan Mentalitas 

dan Pembangunan (2004: 2), memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu 

bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen 

budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni 

warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak 

asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan 

kepada mereka. 

Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu Ideologi. Di saat 

ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni 

sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu 

negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku 

di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya, dengan 

pemimpin negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. 

 

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara 

1. Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara  

Apa yang dimaksud dengan ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang 

artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan logos yang berarti ilmu. 

Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (the science of ideas), atau 

ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep 

bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk 
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kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu 

golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program 

sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517). 

Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan 

Destutt de Tracy pada penghujung abad kedelapanbelas. Tracy menyebut ideologi sebagai 

science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan 

institusional bagi masyarakat Perancis. 

Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang 

mendefinisikan ideologi sebagai berikut: 

 a.  Sastrapratedja (2001: 43): ”Ideologi adalah seperangkat gagasan/ pemikiran  yang 

berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur”. 

 b. Soerjanto (1991: 47): “Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya 

menjaga jarak dengan dunia kehidupannya”.  

c. Mubyarto (1991: 239): ”Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-

simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman 

kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu”. 

Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa 

teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. 

a. Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan  

Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk 

pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasardasar permanen yang 

bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan 

kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian 

faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik.  

 

b. Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek Nasional  

Gouldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara 

baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika 

emosi. Lebih lanjut, Gouldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari 

kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung 

nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Gouldner juga 

mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi 
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komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya 

melahirkan kapitalisme (Thompson, 1984: 85-86). 

c. Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial. 

 Hirst meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirst menegaskan 

bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam 

perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirst menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi 

mengacu kepada kompleks nir-kesatuan (non-unitary) praktik sosial dan sistem 

perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis (Thompson, 1984:94-95).  

 

Untuk lebih memperdalam pemahaman, berikut ini beberapa corak ideologi : 

a. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik 

yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. 

b. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan 

nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. 

c. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai 

ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan.  

d. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman 

gerakan suatu kelompok (Sastrapratedja, 2001: 45-46). 

 

Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka Anda 

perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut : 

 a. Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami 

dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya.  

b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan 

tujuan dalam kehidupan manusia.  

c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan 

bertindak.  

d.  Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya  

e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan 

kegiatan dan mencapai tujuan.  

f.  Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta 

memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di 

dalamnya (Soerjanto, 1991: 48).  
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Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu 

mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut : 

a. Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi 

sejarah yang didasarkan pada dua prinsip;  

pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi;  

kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis.  

b. Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan 

individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.  

c. Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan 

masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang 

dikenal dengan kosep welfare state. d. Kapitalisme; suatu paham yang memberi 

kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem pereknomian dengan 

kemampuan modal yang ia miliki (Sastrapratedja, 2001: 50 – 69). 

 

 

Gambar III.5: Sejak lahirnya kapitalisme, ada dua kelas yang terus Bertarung: buruh 

dan kapitalis. Kapitalis ingin memberikan upah yang rendah, sementara buruh terus 

menuntut upah yang lebih baik. Bagaimana pandangan ini menurut Pancasila? 

 

2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara     

Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka 

terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. 

Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi 

merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat 

bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, 
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kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan 

masyarakat dunia.  

Sastrapratedja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai 

berikut :  

a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik.  

b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok 

dengan pluralisme etnis dan religius.  

c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan 

bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan. 

d. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat 

plural dan heterogen.  

e. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilainilai yang 

dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda (Sastrapratedja, 2001: 

26--27).  

 

Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-

fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila.  

Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut : 

a. Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya 

komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional Abad Tengah. 

 b. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan 

negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep 

kewarganegaraan.  

c. Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan 

diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, 

mulai masuknya negara-negara nonEropa ke dalam masyarakat internasional.  

d. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang 

ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme, 

sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang 

masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

e. Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960--1990 ditandai dengan munculnya gagasan 

dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak 
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kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin 

canggih.  

f. Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni 

Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya perang dingin, 

dan melemahnya konfrontasi ideologi (Sastrapratedja, 2001: 49 – 50). 

 

 

Gambar III.6. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu 

bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. 

 

3.1. Menggali Sumber Histori, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi 

Negara 

Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi 

negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam 

kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang memengaruhi 

ideologi Pancasila sebagai berikut :  

a. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme 

bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong 

royong dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

c. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem 

perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu 

dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif 

 



  

BUKU AJAR PANCASILA 

 PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS 
34 

 

 Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologiideologi besar 

dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari 

norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi, antara lain terorisme dan narkoba. 

Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media masa bahwa terorisme dan 

narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi 

negara. 

 Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, antara lain: 

 a. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara 

dan masyarakat pada umumnya.  

b. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa 

sehingga mengancam disintegrasi bangsa.  

c. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia 

dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu 

pertumbuhan perekonomian negara.  

 

Berikut ini gambar yang mencerminkan tentang terorisme. 

 

Gambar III.7.  Terorisme merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa 

Indonesia dan ideologi negara. 

 

 

 



  

BUKU AJAR PANCASILA 

 PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS 
35 

 

 

 

Gambar III.8 :  Untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme, perlu penguatan nilai-nilai 

kebangsaan melalui  pendidikan Pancasila kepada generasi muda. 

  

Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi 

hal-hal sebagai berikut :  

a. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan 

mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di 

Indonesia.  

b. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara 

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila 

c. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian 

negara Indonesia karena peredaran illegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

 

Gambar berikut mencerminkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna 

narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin coba-coba 

menggunakan narkoba :   
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Gambar III.9: Akibat yang akan dialami oleh generasi muda yang memakai narkoba. 

 

3. Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara. 

Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci 

penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara 

juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara 

konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanakan ideologi Pancasila bagi 

penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, 

ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  

Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan 

konstitusional : 

a. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya 

kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia, tanpa diskriminasi 

sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau 

menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme 

adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti 

bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka.  

b. Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara 

sebagai berikut:  

(1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi 

atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan 

pluralisme ekspresi keagamaan.  
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(2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan 

pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban 

serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.  

(3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak 

dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi 

dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad 

untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa 

Indonesia.  

(4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 

Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.  

(5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan 

dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus 

dari bumi Indonesia (Magnis Suseno, 2011: 118--121). 

 

3.3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai         Ideologi 

Negara  

1. Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara. 

Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para 

penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia :  

a. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno 

 Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu 

bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya 

dalam kurun waktu 1945-1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun 

waktu 1960-1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, 

Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.  

 

 

b. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto  

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi 

Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya 

TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini 

menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. 

Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa 
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tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang 

berkuasa pada waktu itu.  

 

c. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie  

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas 

desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, 

resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan 

masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang 

bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan 

Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang 

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (BP-7).  

Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi 

lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat 

ini belum ada.  

 

d. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid  

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang 

penghapusan TAP NO. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan 

ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat 

sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.  

 

e. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati  

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan 

disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan 

pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai 

perguruan tinggi.  

 

f. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY)  

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu 

memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari 

belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga 
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dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana 

diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai 

dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-

banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY 

menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).   

 

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara  

Pada bagian ini, akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan 

masyarakat.  

Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal 

sebagai berikut:  

a.   Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat 

Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan 

gaib.  

b.   Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai 

dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.  

c.   Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa 

cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.  

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusya 

waratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, 

semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.  

e.   Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka 

menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 

 

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara  

Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara 

dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai 

ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut :  

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat 

beragama.  

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan 

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. 
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c. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara 

daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.  

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarat 

an/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan 

musyawarah daripada voting.  

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak 

menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) untuk memperkaya diri atau kelompok 

karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.  

 

3.4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi 

Negara  

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara  

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia 

memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila 

sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; sebagaimana 

diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali 

dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan 

Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi 

Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam 

konsep Nasakom. 

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada 

kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pemasayarakatan P-4. 

Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua 

organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas). Pada masa era reformasi, 

Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, 

seperti: enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan 

berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya 

timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di 

perguruan tinggi.  
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2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara  

Pada bagian ini, akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi 

negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi 

negara meliputi faktor eksternal dan internal.  

Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut :  

a. Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni 

Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet 

sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.  

b. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi 

asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.  

c. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan 

teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif.  

Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.  

 

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut :  

a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada 

kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.  

b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi 

menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak 

terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. 

Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak terhadap ideologi 

negara. 

 

Gambar III.10.  ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.  
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3.5.Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara  

1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara 

Pada bagian ini, akan di pahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga 

dimensi sebagai berikut : 

a.  Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 

dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya.  

Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai 

kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus 

dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan 

bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.   

b.  Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang 

dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah 

motivasi untuk mewujudkan cita-cita.    

 

c.   Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang 

masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar 

yang terkandung di dalamnya.  

Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat 

demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang 

warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa 

khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian, 1991: 192 – 195). 

 

2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara  

Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya 

terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret 

masyarakat itu sendiri.  

 

Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut :  

a.  Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara 

harus didasarkan pada preskripsi moral.  
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Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan 

bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, 

diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, 

imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang 

memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.   

 

b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-

sila Pancasila.  

Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui 

kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, 

dan semangat persatuan. Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana terorisme 

telah merusak nilai toleransi. 

 

 

Gambar III.11. Robeknya Bhineka Tunggal Ika karena kasus terorisme dan kekerasan 
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PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara 

 

Bahan kajian (Materi Pembelajaran) 

 

1. Alasan diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara 

2. Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis dan Politis tentang Pancasila sebagai dasar 

Negara 

3. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara 

4. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara. 

5. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai  Dasar Negara 
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PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 

 

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grundnorm 

(norma dasar), rechtsidee (cita hukum), staatsidee (cita negara), philosophische grondslag 

(dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing 

menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar 

negara.   

 Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai 

landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga 

dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.  

Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut 

a basic norm atau Grundnorm (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma 

tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur 

termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan 

Alfian, 1993: 74).  

Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan 

perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-

undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen 

sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

Dalam karyanya yang berjudul Nomoi (The Law), Plato (Yusuf, 2009) berpendapat 

bahwa “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”. Senada dengan 

Plato, Aristoteles memberikan pandangannya, bahwa “suatu negara yang baik adalah negara 

yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum”. Sebagai suatu ketentuan 

peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. 

Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan 

bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada 

norma dasar/norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan grundnorm.  

Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam 

penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus 

sebagai cita hukum (rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita 

hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita 
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ini mencerminkan kesamaankesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat 

(Yusuf, 2009). 

 Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan di 

Indonesia sebagaimana Gambar III.3.  

Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

3.1. Alasan diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara 

Benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila 

itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? 

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya 

bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan 

perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992: 16).  
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Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena 

pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, 

keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi 

suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu 

keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992: 16) 

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan 

tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara 

menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk 

semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila 

memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan 

berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 

Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka 

seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, 

agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas 

bangsa ini. 

 

3.2. Menggali sumber Yuridis, Historis, Sosiologis dan Politis tentang Pancasila sebagai 

dasar Negara 

1. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara 

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik 

Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. 

Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung 

hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak 

kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. 

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, 

juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan 

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai 

Dasar Negara. 

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 
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hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, 

yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar 

filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 

tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Pimpinan 

MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90-91). 

 

2. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara 

Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, 

Radjiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, 

Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. 

Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan 

bahasa Belanda, Philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische 

grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang 

sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga 

menyebut dasar negara dengan istilah „Weltanschauung‟ atau pandangan dunia (Bahar, 

Kusuma, dan Hudawaty, 1995: 63, 69, 81; dan Kusuma, 2004: 117, 121, 128, 129). Dapat 

diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia 

itu didirikan (Soepardo dkk, 1962: 47). 

 

Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, “dasar negara” dapat disebut pula 

“ideologi negara”, seperti dikatakan oleh Mohammad Hatta:   

“Pembukaan UUD, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, 

beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri 

seterusnya, dianggap sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang 

ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya, adalah 

dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat 

Indonesia merdeka seperti dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur” (Hatta, 1977: 1; Lubis, 2006: 332).  

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar 

negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis 

dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia (Pimpinan MPR 

dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 94).  
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Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Pada 

mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan 

Jakarta-charter (Piagam Jakarta), tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai 

dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945, dalam 

rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Notonagoro, 1994: 

24) 

Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 

36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi 

asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan 

etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.  

Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik (sektor 

pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di 

pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan 

mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.  

Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik 

(sektor masyarakat), seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, 

maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya.  

Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik 

kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan 

menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan 

diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan 

demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi 

terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam 

keadilan. 

 

3. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara 

Secara ringkas, Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 

2013) menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam 

Pancasila sebagai berikut.  

 Pertama, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang 

bersifat vertical transcendental) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan 

bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan 
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kehidupan beragama; sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang 

berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk 

dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil 

jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta dapat 

mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilainilai agama.  

 

 Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum 

alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental 

etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas 

mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan 

internalisasi.  

 

 Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan 

kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. 

Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat 

mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, 

melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak 

tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing.  

Dalam khazanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif “etnosimbolis” yang 

memadukan antara perspektif “modernis” yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam 

kebangsaan dengan perspektif “primordialis” dan “perenialis” yang melihat unsur lama 

dalam kebangsaan.  

 

 Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu 

dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh 

golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin 

oleh hikmat/ kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan 

kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.  

 

 Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi 

permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. 

Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan 
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antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk 

sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierens de Haan (Soeprapto, Bahar dan 

Arianto, 1995: 124) yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya 

memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang 

akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun, struktur sosial 

modern mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman sehingga dapatlah dimengerti 

apabila para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara 

Indonesia (de Indonesische Staatsidee) haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban 

masyarakat Indonesia sendiri. 

 

4. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara  

Dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung 

makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. 

Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa 

Indonesia.  

Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik (sektor 

pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di 

pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan 

mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.  

Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik (sektor 

masyarakat), seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka 

Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya.  

Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik 

kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan 

menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan 

diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. 

Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance 

demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang 

makmur dalam keadilan (meminjam istilah mantan Wapres Umar Wirahadikusumah).  

 

5. Membangun argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar 

Negara 
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1.   Argumen tentang Dinamika Pancasila 

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup 

panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya 

pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, 

pada 1 Juni  1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 

18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  

Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai 

Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara 

Indonesia.   

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya 

teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, 

sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, 

pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.   

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya 

paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar 

negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila di perkuat, tetapi keadaan tersebut 

dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis). 

Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu 

berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden 

Soeharto.  

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar 

negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan 

Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari 

garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik 

liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.   

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto 

menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi 

belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen 

oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsoen 
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politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang 

suka memaksakan kehendak kepada pihak lain 

 

 

Gambar IV.12: Gerakan reformasi Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa 

 

2.Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila  

Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral 

Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, 

Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental-ideologi bangsa Indonesia tidak 

tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-

tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, 

dan agama.  

Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang 

bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, 

pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-

nilai Pancasila. Hal inipun dapat dilihat dengan jelas, betapa paham-paham tersebut telah 

merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa 

Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong-royong.  

Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa 

Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara 

dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat 

termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya, di satu pihak, dan di 

pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan 

bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh 
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elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang 

dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas 

karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami 

degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi 

nasional.  

b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, 

baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat 

fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung  atau mementingkan kepentingan 

kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam 

membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.  

 

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya merupakan sebagian 

kecil saja. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara 

serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah 

penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di 

pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara 

bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi 

idaman seluruh lapisan masyarakat. 

 

 

6. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara. 

1.  Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara 

 a. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara 

 Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan 

ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945.  

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh 

karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan 

Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara 

tidak sah atas Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(Kaelan, 2000: 91-92). 



  

BUKU AJAR PANCASILA 

 PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS 
55 

 

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut :  

1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum 

Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia 

yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih 

lanjut ke dalam empat pokok pikiran. 

2) Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.  

3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun 

tidak tertulis).  

4) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan 

pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan 

golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.  

5) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para 

pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah 

penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa 

tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika 

masyarakat (Kaelan, 2000: 198--199) 

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan 

yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. 

 

b. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara 

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) 

pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan human resourses (personal/sumber 

daya manusia). 

 

Institusional ;  Membentuk dan menyelenggarakan negara bersumber pada nilai-2 Pancasila 

shg  Indonesia memenuhi unsur-2 sbg Negara modern yg menjamin terwujudnya tujuan 

negara 

 

Human Resourses ;  

Aparatur Negara  harus melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen ; 

- Warga Negara yg berbisnis, harus menjadikan Pancasila sbg sumber nilai etika bisnis 

(tidak monopoli) 
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- Warga Negara yg berormas dan bidang politik , nilai-2 Pancasila dijadikan kaidah 

penuntun. 

 

2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 

Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, 

melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, sebagai 

berikut: 

a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri  

 maupun terhadap dunia luar; 

b.  Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung  

dengan pernyataan kemerdekaan itu (Kaelan, 1993: 62). 

 

Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 

Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang didalamnya memuat 

Pembukaan. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-3 terdapat pernyataan 

kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat 

hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, 

sebagai berikut: 

a.  Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga Pembukaan 

menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan;  

b.  Ditetapkannya Pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, 

Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi;  

c.   Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari 

adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, 

dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan 

berdasarkan asas kerohanian Pancasila;  

d. Dengan demikian, sifat hubungan antara Pembukaan dan Proklamasi, yaitu: 

memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, 

memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya  Proklamasi 17 Agustus 1945, dan 

memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 

1945 (Kaelan, 1993: 62-64). 
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3.  Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 

Notonagoro (1982:24-26) menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak  

merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya, masih ada dasar-dasar pokok bagi 

Undang-Undang Dasar, yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental 

(staatsfundamentalnorm). 

Lebih lanjut, Notonagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental 

mengandung beberapa unsur mutlak, yang dapat dilihat dari dua segi. 

 Pandangan Notonagoro tentang unsur mutlak tersebut secara skematik dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar paradigma berpikir tsb, maka Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak 

Staatsfundamentalnorm, tergambar sbb : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Mutlak Staatsfundamental 
 
 

Dari Segi Terjadinya ; 
• Ditentukan oleh pembentuk negara 
• Terjelma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak 

pembentuk negara mengenai dasar-dasar Negara yang dibentuk 

Dari Segi isinya mengenai dasar-dasar Negara yang dibentuk ; 
• Asas kerohanian negara 
• Asas politik negara 
• Tujuan negara 
• Memuat ketentuan diadakannya UUD negara 

 

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai  
Staatsfundamentalnorm 

 

Dari Segi terjadinya 

• Ditentukan oleh PPKI sbg bentuk Negara 
• Dalam alinea 3, dinyatakan “.... maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya” 

Dari Segi isinya mengenai dasar-dasar Negara yang dibentuk ; 
• Asas kerohanian negara 
• Asas politik negara 
• Tujuan negara 
• Memuat ketentuan diadakannya UUD negara 
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Penjabaran Pancasila dalam Pasal-pasal UUD NRI 1945 : 

1) Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Staatsfunda 

mentalnorm. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan merupakan peraturan hukum 

yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan 

perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan 

Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.  

 

2) Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD1945 sebagai 

staatsfundamentalnorm. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945 sebagai 

staatsfundamentalnorm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak 

berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi 

dapat diubah (Notonagoro, 1982: 25). 
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4. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945 

Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran Penjelasan UUD 1945 tersebut, merupakan 

penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan asas kerohanian dari 

Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm. 

 

Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai  

  staatsfundamentalnorm.  

2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang 

terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. 

3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam 

pasal-pasal UUD 1945. 

 

Beberapa contoh pejabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat digambarkan dalam 

tabel sebagai berikut: 

No. Nilai Dasar (Pancasila) Nilai Instrumental   

No 
Nilai Dasar 

Pancasila 

Nilai Instrumental 

( (Pasal-Pasal dalam UUD 1945) 

1 Nilai Sila 1 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29, dan pasal lain 

2 Nilai Sila 2 Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 

28D, 28F, 28J, dan pasal lain 

3 Nilai Sila 3 Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) 

sampai dengan ayat (5), dan pasal lain 

4 Nilai Sila 4 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 

4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, dan 

pasal lain 

5 Nilai Sila 5 Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, 

Pasal 34, dan pasal lainnya. 

 

5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa konsep implementasi Pancasila  dalam 

perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan negara. Sudah barang tentu konsep-
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konsep yang diuraikan berikut ini bukan merupakan konsep yang mutlak, melainkan 

merupakan konsep dasar sebagai bahan diskusi. 

a.  Bidang Politik 

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat 

ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat 

berdasarkan konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implementasi asas 

kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun 

infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi.  

Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang 

semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar 

tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian,  pejabat publik 

akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari 

perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. 

Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, dapat 

dikemukakan sebagai  berikut :  

1) Sektor Suprastruktur Politik 

Yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan, 

seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah 

lainnya baik di pusat maupun di daerah. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut 

berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan 

publik dalam batas kewenangan masing-masing 

2) Sektor Masyarakat 

yang dimaksud dengan infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga sosial politik, 

seperti oganisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem 

politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada 

suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut 

kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur 

berperan sebagai interest group dan/atau pressure group. Dapat  dibayangkan apabila 

dalam proses tersebut tidak ada aturan main, maka akan timbul chaos atau kekacauan 

di masyarakat. 
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b.  Bidang Ekonomi 

Apakah Anda masih melihat koperasi di daerah sekitar tempat tinggal Anda?  

Apakah koperasi sebagai badan usaha masih berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat? Apakah Anda tertarik untuk mendirikan atau masuk menjadi anggota koperasi? 

Memang bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi nasional bukan hanya koperasi, 

melainkan juga ada bentuk badan usaha milik perseorangan atau swasta, dan badan usaha 

milik negara. Ketiga bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya bahkan menempati 

posisi yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.  

Namun, bentuk badan usaha koperasi terkesan mendapat perhatian yang lebih besar 

berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Padahal, apabila dicermati ketentuan dalam 

Pasal 27 ayat (2), maka terasa bahwa bentuk badan usaha milik swasta juga menempati 

kedudukan yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. 

Di sisi lain, apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945,  

maka Badan Usaha Milik Negara juga menempati posisi yang strategis dalam 

meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, 

mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UUD 1945, 

negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem  jaminan sosial, memberdayakan 

masyarakat yang lemah, serta memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan 

anak terlantar. 

 

c.  Bidang Sosial Budaya 

Apakah Anda pernah mencoba menyapu halaman rumah dengan menggunakan satu 

lidi? Bagaimana kalau lidi itu banyak, kemudian diikat  dalam satu ikatan? Bagaimana 

hasilnya, apakah cepat yang satu lidi atau seikat lidi? Pertanyaan di atas merupakan dasar 

berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, 

kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 

Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong 

sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. 

Namun akhir-akhir ini, semangat kegotongroyongan di kalangan masyarakat menunjukkan 

gejala semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus 

globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak 
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segera dicegah, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Mengingat 

karakter masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 36 A UUD 1945. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen 

bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebhinnekaan masyarakat sebagai 

kekuatan bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif, tanpa 

menghilangkan kewaspadaan upaya pecah belah dari pihak asing. 

Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuandan 

persatuan melalui pembangunan sosial-budaya, ditentukan dalam Pasal31 ayat (5) dan 

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.  

 

d. Bidang Hankam 

Anda sudah akrab dengan istilah bela negara, istilah pertahanan, dan istilah keamanan 

negara. Ketiga istilah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai implementasi 

Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Anda juga sudah paham bahwa 

berbicara tentang hal tersebut, sudah barang tentu harus terkait dengan ketentuan dalam 

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Bagi Anda sebagai warga 

negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga 

merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap 

dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, 

dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna 

mewujudkan tujuan nasional.  

Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak 

bentuknya, aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua 

profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai 

semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. 

Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik, terkait dengan istilah pertahanan 

dan keamanan. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam 

membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar 

negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Adapun yang 

dimaksud dengan pembangunan bidang keamanan adalah daya upaya bangsa dalam 

membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari dalam 
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negeri serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan 

hukum. 

Sebagaimana dikemukakan pada uraian di atas, bahwa implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, terkait dengan nilai-nilai instrumental 

sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (1) (2),(3),(4),dan ayat (5) UUD 1945. 

Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan 

keamanan sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945 dapat dikemukakan sebagai 

berikut:  

1. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamananBerdasarkan Pasal 30 ayat (1) 

UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara”.  

2. Sistem pertahanan dan keamanan  

Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan 

keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sishankamrata. Dalam Sishankamrata, 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.  

3. Tugas pokok TNI 

TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat 

negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan 

dan kedaulatan Negara.  

4. Tugas pokok POLRI 

POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, 

serta menegakkan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

BUKU AJAR PANCASILA 

 PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS 
64 

 

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan ( Sub CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami serta mengimplementasikan tentang pengertian Etika 

dan Norma Etik bersumberkan Pancasila 

 

Bahan Kajian ( Materi Pembelajaran ) 

 

1. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika 

2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai Sistem etika 

3. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem etika. 

4. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika 

5. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika 
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PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA 

 

A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika  

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika 

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, 

juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan 

kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Anda sebagai 

mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan 

yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan 

sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat 

diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan 

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus  terlibat dan 

berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap 

tanggung jawab warga negara. 

Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan 

menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan 

pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem 

etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi 

dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. 

Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada 

umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Apakah yang Anda ketahui 

tentang nilai? Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena 

nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengemban untuk berada 

(2001:7). Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai 

mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. 

Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara 

umum, yaitu sebagai berikut:  

1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 

2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter 

untuk kehidupan seseorang.  

3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai 

pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri.  
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4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara 

berbagai kemungkinan tindakan.  

5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku 

bagi dirinya dan orang lain.  

6. Suatu ”objek nilai”, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus 

membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai 

mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, 

lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. (Lacey, 1999: 23). 

 

Namun, tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan orang acap kali 

mencampuradukkan istilah “etika” dan “etiket”?  Padahal, keduanya mengandung perbedaan 

makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian 

sopan santun, adat istiadat.  

Jika dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari kata “ethos”, sedangkan etiket 

berasal dari kata “etiquette”. Keduanya memang mengatur perilaku manusia  secara normatif. 

tetapi Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan  kajian kritis tentang baik dan 

buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara  yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan 

dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting 

apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata 

cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan 

atau beretiket (Bertens, 1997: 9). 

 

Anda dipersilakan untuk mencermati gambar berikut dan diminta untuk membedakan 

persoalan etika, persoalan etiket, dan kode etik profesi. 
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Gambar V.1: Tidak mencontek merupakan salah satu etika dalam melaksanakan 

ujian sekolah 

 

 

 

Gambar V.2: Meminta doa restu orang tua merupakan salah satu etika sebelum 

berangkat sekolah 
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Gambar V.3: Korupsi merupakan penyakit moral yang kronis yang perlu 

disembuhkan.  

 

b. Aliran-aliran Etika 

Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika 

keutamaan, teleologis, deontologis.  

 Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan 

(virtue), artinya mempelajari  tentang perbuatan manusia itu baik  

Etika kebajikan ini  mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, 

lebih menekankan pada What should I be?, atau “saya harus menjadi orang yang 

bagaimana?”. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik 

hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, 

penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, 

setia, ugahari (bersahaja), disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran (Mudhofir, 

2009: 216--219).  

 Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral 

menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan 

kewajiban.  

Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang 

tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan 

tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. 

Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai 

berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika 
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teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu 

tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan (Mudhofir, 2009: 214).  

Aliran-aliran etika teleologis, meliputi eudaemonisme, hedonisme, utilitarianisme. 

 

 Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral 

sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat.  

Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran 

moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk 

melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan 

daripada pertimbangan tentang nilai moral.  

 

Aliran Etika dan Karakteristiknya 

Aliran Orientasi Watak Nilai Keterangan 

Etika 

Keutamaan 

Keutamaan 

atau kebajikan 

Disiplin, kejujuran, 

belas kasih, murah 

hati, dan seterusnya 

Moralitas yang didasarkan 

pada agama kebanyakan 

menganut etika keutamaan. 

Teleologis 

 

Konsekuensi 

atau akibat 

Kebenaran dan 

kesalahan 

didasarkan pada 

tujuan akhir 

Aliran etika yang berorientasi 

pada konsekuensi atau hasil 

seperti: Eudaemonisme, 

Hedonisme, Utilitarianisme. 

Deontologis 

 

Kewajiban 

atau 

keharusan 

Kelayakan, 

kepatutan, 

kepantasan 

Pandangan etika yang 

mementingkan kewajiban 

seperti halnya pemikiran 

Immanuel Kant yang terkenal 

dengan sikap imperatif 

kategoris, perbuatan baik 

dilakukan tanpa pamrih. 
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c. Etika Pancasila 

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk 

mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh 

karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 

Kelima nilai tersebut  membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek 

kehidupannya. 

 Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan 

diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya.  

 Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih 

manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar 

sesama.  

 Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta 

tanah air.  

 Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau 

mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.  

 Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan 

membantu kesulitan orang lain. 

Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, 

meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula 

didalamnya. 

 

• Etika Keutamaan lebih dominan karena Etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat 

saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, keadilan. 

• kebijaksanaan ; Melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yg tertuju 

pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal-rasa-kehendak yg berupa kepercayaan 

yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara nilai-2 hidup 

kemanusiaan dan nilai-2 religius. 

• Kesederhanaan; Membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal 

kenikmatan 

• Keteguhan; Membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari 

penderitaan 
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• Keadilan; Memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta 

terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. 

 

2 . Urgensi Pancasila sebagai sistem Etika 

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa 

Indonesia sebagai berikut:  

Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat 

melemahkan sendi-sendi  

dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat 

merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan 

semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa.  

Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan 

bernegara, seperti: kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta, 

pada tahun 2013 yang lalu.  

Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai 

kehidupan masyarakat Indonesia.  

Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti 

putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia 

Schapell Corby.  

Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti 

kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus panama papers yang menghindari atau 

mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan 

mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi 

tuntunan atau sebagai Leading Principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila.  

 

Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-

rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam 

pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi 

hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya 

lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan 
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hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks 

politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. 

 

 

 

Gambar V.4: Salah satu etika dalam berdemokrasi adalah menolak berbagai macam bentuk suap 

dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat. 

 

B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika 

1. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi 

muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu 

terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi 

justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara 

lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada 

orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Oleh karena 

itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama 

dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. 

2. Kedua, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara  tidak 

memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara 

negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik 

dan buruk (good and bad). 

3. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran 

pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan 

pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalammembiayai APBN. Pancasila 
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sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.  

 

 

4. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di 

Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak 

lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti 

penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak 

yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), dan lain-lain. 

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai- nilai 

Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping 

diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika 

ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM (Lihat Undang-Undang No. 

39 Tahun 1999 tentang HAM). 

5. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan 

manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan 

datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya.  



  

BUKU AJAR PANCASILA 

 PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA FIKES UDS 
74 

 

 

 

C. Menggali sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem 

etika. 

1. Sumber Historis 

 Zaman Orla, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sbg Philosofische 

Gronslag atau Weltanshauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam 

sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup mayarakat 

 Zaman Orba, telah disosialisasikan melalui penataran P-4 dan di institusionalkan 

dalam wadah BP-7 ( dijabarkan dari kelima Sila Pancasila) 

 Era Reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk pikuk perebutan 

kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Contohnya, abuse of 

power baik oleh Legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 

 Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini meniptakan korupsi di berbagai 

kalangan penyelenggara negara 

 

2. Sumber Sosiologis 

 Ini dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misal   

: di Minangkabau dalam musyawarah memakai prinsip “bulat air oleh pembuluh, 

bulat kata oleh mufakat” 
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3. Sumber Politis 

 Ini terdapat dalam norma-2 dasar (Groundnorm) sebagai sumber penyusunan berbagai 

peraturan perundang-undangan di Indonesia.  

o Hans Kelsen, ~ teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma 

yg lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. 

Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya 

semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tsb. 

 Etika politik, mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik 

institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. 

 

 Etika politik, memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana dan aksi politik 

Dimensi Tujuan : Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai 

yg didasarkan pada kebebasan dan keadilan 

Dimensi Sarana : Memungkinkan Pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip 

dasar pengorganisasian politik penyelenggaraan negara  dan  yg mendasari institusi 

sosial 

Dimensi Aksi Politik : Berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yg 

menentukan rasionalitas politik yg terdiri atas raionalitas tindakan dan keutamaan. 

 

 

Hubungan antara dimensi tujuan, sarana dan aksi politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIK AKSI 

TUJUAN 

SARAN
A 
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D. Membangun argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika 

1. Zaman Orla, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi diikuti banyak 

parpol, tetapi dimenangkan empat parpol (Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai 

Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai komunis 

Indonesia (PKI) 

Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan orla mengikuti sistem etika Pancasila, 

bahkan dituding dari pihak Orba bahwa pemilu zaman orla dianggap terlalu liberal 

karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung 

otoriter. 

2. Zaman Orba sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4.  

Muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang 

berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

3. Sistem etika era reformasi tenggelam dalam eforia Demokrasi. Namun seiring dengan 

perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan 

menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta  achiavelisme (menghalalkan segala 

cara untuk mencapi tujuan) 

 

 

Hilangnya Nasionalisme 
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2 Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika  

Beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila.  

Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap 

otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan 

negara yang menerapkan sistem demokrasi  terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan sistem etika Pancasila yang lebih  menonjolkan semangat musyawarah 

untuk mufakat. 

Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan 

masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan penyelenggaraan 

negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, 

dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.    

Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi berupa eforia 

kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, 

munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan 

kebebasan berdemokrasi. 

 

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika  

1. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika 

Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut: 

Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan 

sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus 

didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip 

moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan 

(force) untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya.  

Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia 

yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus 

homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung 

implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga 

menjamin tata pergaulan antarmanusia dan antarmakhluk yang bersendikan nilai-nilai 

kemanusiaan  yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan.  

Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga 

bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau 

kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas 
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sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat 

memecah belah bangsa.  

Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. 

Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain.  

Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan 

dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (deontologis) atau 

menekankan pada tujuan belaka (teleologis), tetapi lebih menonjolkan keutamaan 

(virtue ethics) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 

 

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika 

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika 

meliputi hal-hal sebagai berikut:  

Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan 

Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan 

keputusan yang diambil setiap warga negara.  

Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara 

sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, 

regional, maupun internasional. 

Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan 

yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara 

kebangsaan yang berjiwa Pancasilais.  

Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas 

nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang 

memengaruhi pemikiran warga negara. 

 

F. Pancasila sebagai Kode Etik profesi 

Kode Etik adalah merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat 

tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila adakode etik yang memiliki 

sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. 

  

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan 

suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tatacara sebagai pedoman 
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berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baik nya kepada pemakai atau 

nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak p rofesional 

 

Pengertian Profesi dan Kode Etik Profesional 

1. Etika Profesi 

Etika adalah : Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasaYunani) yang 

berartikarakter, watak kesusilaan atau adat.Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan 

dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah 

tindakan-tindakan yangtelah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.  

 

Etika akan memberikan semacam  batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan 

manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan 

dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) 

tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasar kan  prinsip- prinsip moral yang  ada  

saat  yang  dibutuhkan  akan  bisa  difungsikan sebagai  alat untuk  menghakimi  segala  

macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang 

dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self 

control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan 

kelompok sosial (profesi) itu sendiri. 

Etika berasal dari bahasa yunani yaitu kata “ethos” yang berarti suatu kehendak atau 

kebiasaan baik yang tetap.   

Yang pertama kali menggunakan kata itu adalah seorang filosof Yunaniyang bernama Aris 

Toteles ( 384-322 SM) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika /moral adalah ajaran tentang baik dan buruk 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Menurut K. Bertenes, Etika adalah 

nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur 

tingkah lakunya. 
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2. Kode Etik Profesional 

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai 

seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. 

Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi : 

A. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang 

prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, 

pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak 

boleh dilakukan. 

 

B. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang 

bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat mem-berikan suatu pengetahuan 

kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga 

memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial). 

 

C. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang 

hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dijelaskan bahwa para pelaksana 

profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan 

profesi dilain instansi atau perusahaan.  

 

B. Pengertian kode etik dan profesi 

Etika berasal dari bahasa yunani yaitu kata “ethos” yang berarti suatu kehendak atau 

kebiasaan  baik yang tetap.  Yang  pertama  kali menggunakan  katakata  itu  adalah          seor

ang filosof Yunani yang bernama Aris Toteles ( 384 – 322 SM). 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika /moral adalah ajaran tentang baik dan buruk 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.    

Menurut K. Bertenes, Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi 

seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. 

Sedangkan Profesional adalah merupakan yang ahli dibidangnya, yang telah 

memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut.       Profesiona

l  merupakan  suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau       keahlian khusus yan

g menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesua

i dengan perkembangan teknologi. 
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PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan ( Sub CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami tentang Pancasila sebagai sistem Filsafat 

 

Bahan Kajian ( Materi Pembelajaran ) 

 

Pancasila merupakan Sistem Filsafat : 

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

2. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem Filsafat 

3. Sumber historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai sistem Filsafat 

4. Dinamika dan Tantangan Pancasila  sebagai Sistem Filsafat 

5.    Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai sistem Filsafat 
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PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT 

 

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat  

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran 

para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide Philosophische Grondslag.  

Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, Sastrapratedja termasuk segelintir pemikir yang 

menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. 

 

 Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis?  

 Alasannya  karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut 

mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan 

mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.  

 

a. Apa yang dimaksudkan dengan sistem filsafat 

Apakah Anda sering mendengar istilah “filsafat” diucapkan seseorang, atau mungkin 

Anda sendiri seringkali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti dan faham apa 

yang dimaksudkan dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renung dan pikirkan 

beberapa pernyataan yang memuat istilah “filsafat” sebagai berikut: 

1) “Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-

banyaknya”.  

2) “Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air 

Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir”.  

3) “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum 

yang berlaku”.  

4) “Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela 

kepentingan rakyat”. 

 

Berdasarkan keempat pernyataan di atas, maka Anda tentu dapat membedakan bunyi 

pernyataan (1), (2), (4), dan pernyataan (3). Untuk dapat memahami perbedaan keempat 

pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak 

dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith & Nolan sebagai berikut:  

1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang 

biasanya diterima secara tidak kritis. (arti informal)  
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2) Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang 

sangat dijunjung tinggi. (arti formal)  

3) Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. (arti komprehensif).  

4) Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. (arti 

analisis linguistik).  

5) Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan 

dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. (arti aktual-fundamental). 

 

Menurut Etimologi Filsafat –(Bahasa Indonesia) Falsafah ( Bhs Arab) Philosophy – (Bhs 

Inggris), Philosophia (Bhs Latin) Philosophie (Bhs Belanda) Philosophier (Bhs Jerman) , 

Philosophie ( Bhs Perancis) termasuk Kata benda yg merupakan hasil dari kegiatan 

“philosophien” sebagai kata kerjanya. Kegiatan ini dilakukan oleh philosophos atau filsuf 

sebagai obyek yang berfilsafat 

 Falsafah ( Yunani) “Philien” artinya “cinta” dan “sophos” artinya hikmah (wisdom) 

Falsafah juga berasal dari kata “philos” (sahabat) dan “sophia” (pengetahuan) yang 

bijaksana (wished- Belanda, wisdom-Inggris, hikmat-Arab) . Philosophia berarti cinta 

pada pengetahuan yang bijaksana. 

 Istilah “Filsafat” sebagai kata majemuk dari philien dan sophos mengandung arti 

mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana, sedangkan filsafat yang merupakan bentuk 

majemuk dari philos dan sophia berkonotasi teman dan kebijaksanaan. 

 

Pernyataan “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan 

hukum yang berlaku” mengandung arti komprehensif atau menyeluruh dimaksudkan 

bahwa seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada 

Pancasila. 

Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh 

kebijakan penyelenggaraan negara maka diperlukan sistem filsafat.  

Pengertian filsafat butir (2); suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang 

dijunjung tinggi lebih mengacu pada arti refleksif yaitu sikap terbuka dan toleran dan 

mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka 

Adagium pada zaman Yunani berbunyi, “Logos (akal) mengalahkan mitos (dongeng, 

legenda) yang bersifat irrasional”.  
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Voltaire, salah seorang filsuf Perancis abad ke 18 pernah melontarkan adagium yang 

berbunyi, “Takhayul (mitos) membakar dunia, filsafat memadamkannya” 

Pengertian filsafat butir (4) sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti 

kata dan konsep lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu 

menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. 

Menurut Voltaire  “Manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, 

sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih 

kembali kesehatan. Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu  menunjukkan bahwa suatu 

hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. 

Pengertian filsafat butir (5) sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian 

manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-

persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia.  Membuka pertanyaan Apakah 

kebenaran itu? Apakah keadilan itu?  

 

 

 

                  

 

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? 

Pertama ;  Dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya 

dengan nama Philosofische Grondslag daripada Indonesia Merdeka.  

 Adapun pidatonya sebagai berikut:  

Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki! Paduka Tuan 

Ketua minta dasar, minta Philosofische Grondslag, atau jika kita boleh memakai  

perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu 

Patung Soekarno sedang duduk 
ditaman rumah pengasingan di 

Ende menggambarkan ia 

sedang memikirkan dan 

merenungkan masa depan 

Bangsa Indonesia. Hasil 

pemikiran dan perenungan itu 

adalah Pancasila sebagai dasar 

negara dan Philosofische 

Grondslag. 
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Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu”. (Soekarno,  1985: 

7). 

 Noor Bakry menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil 

perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia.  

Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan 

merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena 

telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. 

Beberapa ciri berpikir kefilsafatan 

(1). sistem filsafat harus bersifat koheren,artinya berhubungan satu sama lain secara 

runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya.  

(2). sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala 

yang terdapat dalam kehidupan manusia.  

 

3). sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam 

yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat 

fundamental. 

(4). sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai pra 

anggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran 

logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu.  

 Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-

tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya 

melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan 

PPKI. 

 Fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dapat disebut dasar filsafat adalah dasar 

filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara.  

 Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang 

berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, 

perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan 

hubungan antarsesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan 

kesejateraan bersama. 

 Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-

kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi bangsa dan negara 
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 Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag) nilai-nilai 

filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan 

hukum yang berlaku di Indonesia.  

Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus 

mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Undang-

Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 3 ayat (a) berbunyi, 

”Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, 

berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta 

menghormati harkat dan martabat kemanusiaan”. Undang-undang tersebut memuat 

sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak 

segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nlai-nilai agama dan martabat 

kemanusiaan. 

 Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan 

sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang 

kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag) 

 Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia (world-view). Hal ini menyitir 

pengertian filsafat oleh J. A. Leighton sebagaimana dikutip The Liang Gie, ”A 

complete philosophy includes a world view or a reasoned conception of the whole 

cosmos, and a life-view or doctrineof the values, meanings, and purposes of human 

life” (The Liang Gie, 1977: 8). 

Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam 

Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan Bangsa 

Indonesia. 

b. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Mengapa manusia memerlukan filsafat? 

 Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan 

teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam  teknik untuk memperoleh 

ketenteraman (security) dan kenikmatan (comfort). 

Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tenteram dan gelisah karena 

mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam 

kehidupan mereka.  
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Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang 

sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi 

mereka. (Titus, 1984: 24).  

Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan pahami sbb : 

 Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajagi kemungkinan adanya 

pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia.  

 Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar 

perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman pengalaman manusia pada 

waktu sekarang.  

 Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran 

manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan 

lebih pandai” 

Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek; 

Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-

sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. 

Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-

bidang yang menyangkut hidup bernegara. 

Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut 

paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan 

perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional 

 

 

 Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem Filsafat 

Kesatuan sila-sila Pancasila hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yag bersifat 

formal logis saja, tapi meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistomologis, serta 

dasar aksiologis dari sila Pancasila. 

 

2. Dasar Ontologis sila-sila Pancasila 
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 Pada hakikatnya adalah manusia yg memiliki hakikat mutlak monopluralis, hakikat ini 

disebut juga sebagai dasar antropologis. 

 Subyek pendukung pokok-2 Pancasila adalah manusia. 

 Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan 

raison d’etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia.  

 Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai 

bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. 

prinsip-prinsip dalam Pancasila 

(1) Prinsip Sila ke I merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati 

dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat 

dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama.  

(2). Prinsip Sila ke 2 mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama,    setiap 

 orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi 

 pelaksanaan Hak Asasi Manusia. 

(3). Prinsip Persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa 

perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi 

partsipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan.  

  Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya    

   bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia.  

(4). Prinsip Sila ke 4 mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh 

melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi 

mayoritas dan minoritas.  

(5). Prinsip Sila ke 5 sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada 

prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam 

kesejahteraan (welfare state).  

 

3. Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila 

Apa arti “epistemologi”? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan 

(knowledge).  

Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar 

pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan  

Beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut:  

(1) pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman?  
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(2) pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? 

Problem pertama;  tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan 

saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisisme 

Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber 

dalam memperoleh pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat a priori.  

 Empirisisme berpandangan bahwa pengalaman inderawi (empiris) merupakan sarana 

dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat a posteriori.  

Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti 

?  Ini berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan 

pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak 

karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, 

satu (solidaritas, nasionalisme), rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa 

saja. 

 Pada sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengamalan dalam 

kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, 

meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. 

 Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman 

(empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang 

komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 

Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis 

I. pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. 

II. pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-

abad. 

III. pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah 

kolonialisme Belanda melalui politik Devide et Impera menimbulkan konflik antar 

masyarakat Indonesia 

IV. budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan 

keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. 

V. prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam 

sikap gotong royong.  

5. Landasan Aksiologis Pancasila 

Apakah “aksiologi”? istilah “aksiologis” terkait dengan masalah nilai (value). 
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Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila 

Pancasila.  

I. mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral.  

II. mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab.  

III. mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. 

IV. mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar.  

V. mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.  

 

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

 Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang 

menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia 

menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh 

 

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat 

Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama 

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan 

pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah.  

Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim telah menjelajah 

keberbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk 

karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah 

Internasionalisme atau Perikemanusiaan. 

c. Sila Persatuan Indonesia. 

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan 

kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena 

kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik 

kebangsaan Indonesia.  

 

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan. 
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Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat 

memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yang muncul sebagai ikutan formasi 

Negara Republik Indonesia merdeka.  

 

 

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan 

tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat 

dalam ungkapan “Gemah ripah loh jinawi, tatatentrem kerta raharja”. Demi impian 

masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya 

untuk mewujudkan cita-cita tersebut.  

 

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 

kelompok.  

 masyarakat awam; masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem 

filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, Way 

of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di 

Indonesia.  

 masyarakat ilmiah-akademis; masyarakat ilmiah-akademis yang memahami 

Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis.  

 

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang 

menjadi sistem filsafat.  

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 

kelompok.  

wacana politis tentang Pancasila; Kelompok pertama, meliputi wacana politis tentang 

Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum 

Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara 

filosofis.  
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Argumen politis tentang Pancasila; Kelompok kedua,  mencakup berbagai argumen politis 

tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam 

pidato politik Habibie 1 Juni 2011. 

 

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan 

penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara.  

Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut ;  

Pasal 35 :  Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih.  

Pasal 36 :  Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.  

Pasal 36A :  Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan         

   Bhineka Tunggal Ika.  

Pasal 36B : Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya 

 

 Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya, 

semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.  

 Tahukah Anda apa arti dari simbol yang termuat dalam perisai di dada Burung Garuda 

tersebut?  

 

 

a. Garuda Pancasila adalah Burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno 

dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu yang menyerupai burung 

elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan 

bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.   

b. Warna keemasan pada Burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.  

c. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan 

tenaga pembangunan. 
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d. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi Proklamasi Kemerdekaan  

    Indonesia pada 17 Agustus 1945, di antaranya: 

 17 helai bulu pada masing-masing sayap 

   8 helai bulu pada ekor  

 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor  

 45 helai bulu di leher  

e. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban 

Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan 

perlindungan diri untuk mencapai tujuan.  

f. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis 

khatulistiwa  yang  menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. 

 g. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna  bendera kebangsaaan negara 

Indonesia "Merah- Putih", sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam.   

h. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang  mewujudkan dasar negara Pancasila  

Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut : 

1) Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa; dilambangkan dengan cahaya di bagian 

tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam.  

2) Sila kedua :  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dilambangkan dengan tali rantai 

bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar  merah.  

3) Sila ketiga  :  Persatuaan Indonesia;  di lambangkan dengan pohon beringin di bagian 

kiri atas perisai berlatar putih.  

4) Sila keempat :  Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan;  dilambangkan dengan kepala banteng di bagian 

kanan atas perisai berlatar merah.  

5) Sila kelima :  Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia;  Dilambangkan dengan 

kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.  

Rancangan awal burung garuda dibuat oleh Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif 

Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad 

Alkadrie (lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli1913 – meninggal di Jakarta, 30 

Maret1978 pada umur 64 tahun).  
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                                       Gambar :  Rancangan burung Garuda oleh Sultan Hamid II 

 

                   

      

   

 

PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU 

 

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan ( Sub-CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami serta mengimplementasikan tentang Pancasila sebagai 

Dasar pengembangan ilmu 

 

Gambar :  Garuda yang sudah 

disempurnakan dan diresmikan  

pada tanggal  11 Februari 1950 

 

GARUDA PANCASILA  

SEBAGAI  LAMBANG  

NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA 
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Bahan Kajian ( Materi Pembelajaran ) 

 

1. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

3. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai 

Pengembangan ilmu di Indonesia 

4. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

5. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa 

Depan 

PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU 

 

Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

Pengertian nya mengacu beberapa pemahaman:  

 bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia 

haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.  

 bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai 

Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. 

 bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek 

di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir 

dan cara bertindak bangsa Indonesia.  

 bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan Ideologi bangsa 

Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu 

(mempribumian ilmu).  

Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

• Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia 

dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara 

pandang manusia tentang kehidupan. 

• Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup 

berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang 

akan datang.  

Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik 

global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia,  seperti 

spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. 
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Alasannya Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu; 

• kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan 

pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

perlu mendapat perhatian yang serius. 

• penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat 

menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang 

berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis.  

• nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai 

digantikan dengan gaya hidup global 

Sumber Historis 

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea IV 

2.  diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia 

Prof. Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan 

digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.  

Lima prinsip besar yang  Terkandung dalam Pancasila  untuk mencakup segala persoalan 

etik dalam Iptek :  

(1) Monoteisme;  

(2) Humanisme dan solidaritas karya negara; 

(3). Nasionalisme dan solidaritas warga negara;  

(4). Demokrasi dan perwakilan; 

(5). Keadilan sosial 

Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah Prof. Dr. T.Jacob 

• SILA PERTAMA ; melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan 

antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. 

• SILA KEDUA ; memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan.  Ilmu 

pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan.  

• SILA KETIGA; melengkapi universalisme dan Internasionalisme dalam sila-sila yang 

lain sehingga supra-sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. 

• SILA KEEMPAT; mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi 

berevolusi sendiri dengan leluasa.  
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• SILA KELIMA; menekankan ketiga keadilan Aristoteles (distributif, legalis, dan 

komutatif) dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga 

menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat.  

Koentowijoyo ; Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Humaniora di Indonesia 

bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu : 

1. lingkungan material, 

2. lingkungan sosial, dan  

3. lingkungan simbolik.  

 Lingkungan material terkait dengan lingkungan buatan manusia, seperti rumah, 

jembatan, peralatan, dan lain sebagainya. 

 Lingkungan sosial ialah organisasi sosial, stratifikasi, sosialisasi, gaya hidup, dan 

sebagainya.  

 Lingkungan simbolik ialah segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, 

seperti bahasa, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, konsep, dsb 

Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke 

arah dua hal penting:  

I. Universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, 

terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang 

dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. 

II.  Transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan 

spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang 

dariteknologi dan ilmu pengetahuan 

Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek sebagai berikut; 

(1) Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati 

martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik;  

(2) iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa 

depan;  

(3) Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, 

nasional maupun global   

(4) iptek harus terbuka untuk masyarakat; lebih-lebih yang memiliki dampak langsung 

kepada kondisi hidup masyarakat;  

(5) Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil 
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Salah satu disiplin ilmu yang acapkali menjadi sorotan karena menyuarakan kepentingan 

pasar adalah bidang Ekonomi 

Mubyarto menjelaskan ada lima ciri ekonomi Pancasila, yaitu:  

(1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;  

(2)  kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial(egalitarianism);  

(3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang      

     tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;  

(4) koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling    

      konkret dari usaha bersama;  

(6) adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan  

desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. 
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EMPAT PILAR KEBANGSAAN INDONESIA 

 

Kemampuan Akhir Yang Direncanakan ( Sub CP-MK) 

Mampu menjelaskan dan memahami serta mengimplementasikan tentang empat pilar  

kebangsaan 

 

Bahan Kajian ( Materi Pembelajaran ) 

 Pengertian Pilar kebangsaan 

a. Pilar Kebangsaan 

b. Pilar UUD 1945 

c. Pilar NKRI 

d. Pilar Bhinneka Tunggal Ika 
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EMPAT PILAR KEBANGSAAN INDONESIA 

 

Pengertian 

• Pengertian Empat Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko 

guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta 

terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. 

 

1. Pilar Pancasila 

Pancasila merupakan pilar pertama untuk kokohnya negara-bangsa Indonesia. 

Pemikiran dasar mengapa Pancasila berperan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan 

bernegara adalah sila yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi belief system. 

Pengertian Pancasila 

adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala 

keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.  

Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia 

yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. 

• Secara Etimologi, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta India (Kasta 

Brahmana), yaitu kata “Panca” yang artinya Lima, dan “Sila” yang artinya Dasar. 

Sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah Lima Dasar. 

• Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai pondasi 

yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Pancasila maka 

Indonesia memiliki dasar atau pondasi dalam bernegara sehingga tidak mudah 

dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. 

Dasar negara Indonesia tersebut dilambangkan dengan Garuda terdapat ; gambar 

bintang, rantai, pohon beringain, kepala banteng, padi dan kapas, yang mencerminkan 

arti dari 5 sila Pancasila. Kemudian lambang negara Indonesia ini disebut dengan 

Garuda Pancasila. 

2. Pilar Undang-Undang Dasar 1945 

• UUD 1945 merupakan pilar kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Indonesia. Tentu saja masyarakat perlu memahami makna yang terdapat pada 

pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. 
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3. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan, yaitu Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

Alasan utama para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah 

karena sejarah strategi pecah belah (devide et impera) yang dilakukan Belanda bisa 

berhasil karena Indonesia belum bersatu pada masa penjajahan. 

4. Pilar Bhinneka Tunggal Ika 

semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda-beda tetapi satu jua”. Semboyan 

ini pertamakali diungkapkan oleh Mpu Tantular, seorang pujangga dari kerjaan Majapahit 

pada pemerintahan Raja Hayamwuruk sekitar tahun 1350 – 1389. 

Sesanti atau semboyan itu dituangkan dalam karyanya Kakawin Sutasoma, yang berbunyi 

“Bhinna Ika Tungga Ika, tan hana dharma mangrwa” yang berarti “Berbeda-beda itu, satu 

itu, tak ada pengabdian yang mendua”. 

• Hal ini untuk mengantisipasi perpecahan di masyarakat mereka yang memang terdapat 

keanekaragaman agama. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu 

dalam pengabdian. 

 

Pendapat Para Ahli Tentang Empat  Pilar Kebangsaan 

Taufik Kiemas merupakan salah satu pencetus pilar Kebangsaan Indonesia. Beliau mewakili 

lembaga negara mendapatkan gelar kehormatan doctor honoris apertura (H.C) dari 

Universitas Trisakti atas perannya dalam mencetuskan gagasan sosialisasi 4 Pilar 

Kebangsaan Negara Indonesia, yakni:  

Empat Pilar Kebangsaan yaitu  :  

1. Pancasila 

2. Undang Undang Dasar 1945 

3. Bhineka Tunggal Ika 

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

Menjaga Empat Pilar Kebangsaan  : 

1.  Pendekatan Kultural 

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya dan kearifan lokal 

lebih mendalam kepada generasi muda. Ini bertujuan untuk membentuk generasi muda 

yang mengedepankan norma dan budaya bangsa. 
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Pembangunan dan teknologi dapat berjalan dengan memperhatikan potensi dan 

kekayaan budaya negara Indonesia tanpa mengeliminasi adat istiadat yang ada. 

2. Pendekatan Edukatif 

Pendekatan edukatif sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan yang layak 

kepada generasi penerus. Ini diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal yang 

dilakukan generasi muda, misalnya tawuran, pencurian, hingga pembunuhan. 

3. Pendekatan Hukum 

Ini merupakan tindakan tegas terhadap segala tindak kekerasan, misalnya tawuran, 

bully, dan lain-lain. Norma hukum hanya dapat berfungsi bila ditegakkan dengan tegas 

sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan dan kriminal. 

4. Pendekatan Struktural 

Pendekatan ini dapat dimulai dari Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, kepala desa, 

camat, lurah sampai bupati/wali kota hingga gubernur. Kegiatan-kegiatan yang dapat 

mempersatu masyarakat harus selalu diupayakan oleh lembaga sosial dan aparatur 

negara tersebut. 
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